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MEMUTUSKAN: 

BUPATI TELUK BINTUNI, 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Teluk 
Bintuni Nomor 3 Tahun 201, tentang Pajak Penerangan Jalan, per1u 
mengatur dan menetapkan peraturan pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
per1u membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 
3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. 

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembantukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupate«, l(eerom, Kabupaten Sarong Selatan, 
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabipaten Mappi, Kabupaten 
Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di 
Proplnal Papua (Lembaran Negara Republlk lndoneaia Tahun 2002 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4245); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

4. Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Organlsasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, 
Tambahan Lemberan Deerah Kebupaten Teluk Bintuni Nomor 29); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Oaerah Kabup:aten Teluk 
Bintuni Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran 01erah Klbupaten 
Teluk Bintuni Nomor 32). 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 
3. Bupatl adalah Bupati Teluk Bintuni. 
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Olnas Pendapatan Oaerah adalah Oinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 
6. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal _yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (SUMN). atau Sadan 
Usaha Milik Daerah (SUMO) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi. 
koperasi, dana penslun, persekutuan, perkumpulan, yayaaan, organiHai maHa, organisasi 
sosial politik, atau organisasl lalnnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasl kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Wajlb Pajak adalah orang pribadl atau Sadan, meliputl pembayar pajak. pemotong pajak. 
dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 

8. Pajak Penerangan Jatan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penggunaan 
tenaga listrik, balk yang dihasilkan sendiri maupun diperoteh dari sumber lain. 

9. Perusah11n Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik 
Negara (PERSERO). 

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek den 
subJek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampal keglatan penogihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang 
diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
dlpergunakan sebegal tanda pengenal <.Jiri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam 
melak11nakan hak dan kewejlban perpajakan daerah berdasarkan peraturan 
perundangundangan perpajakan daerah. 

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adaiah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dnn/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Bupati. 

14. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredlt pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

15. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan, yang aelanjutnya dlaingkat 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan. 

16. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredlt pajak leblh besar darl pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

• 



Pasal2 
(1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap 

Wajib Pajak. . 
(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diawali dengan 

memperslapkan dokumen yang diper1ukan, berupa Iormullr pendaft1ran seb1gaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini serta diberikan kepada Wajib Pajak. 

(3) Setlap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan per:pajakan, wajib mendaftarkan diri dan 
melaporkan usahanya dengan menggunakan Fonnulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dengan dilampiri: 
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau 

Paspor bagi Warga Negara Asing (WNA); 
b. akt• pendlrlan peruHhaan bagl yang berbadan hukum; 
c. ljln yang dlmllikl dan/atau Surat Pemyataan Segera mengurus Perijinan bagl yang 

belum memilikl ijin; 
d. surat pemyataan operasional; dan 
e. denahlokasiusaha. 

(4) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada 
Wajlb Pajak, Wajlb Pajak menglsi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, 
lengkap dan benar dan disampalkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. 

BAB II 
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENOATAAN 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidclk terutang dan tidak ada kredit pajak. 

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberttahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Dae.rah Kurang Bayar Tamt.ahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihll, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan 
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nlhll, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, etau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajlb Pajak. 

21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan yang dlajukan oleh Wajib Pajak. 

22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan infom,asl keuangan yang meliputi harte, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang 'atau jasa, 
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
untuk perlode Tahun Pajak tersebut. 

23. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan Pemertntah Daerah atau tenaga ahll yang ditunjuk oleh Bupati diberi tugas 
untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah . 

• 

• 



Pasal8 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 

menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal: 

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak 
atau kurang dibayar; 

2. jlka SPTPD tldak dlsampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan 
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada wak1unya sebagaimana 

~ ditentukan dalam surat teguran; 
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara 

jabatan. 
b. SKPDKBT jlka dltemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang 

menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 

Pasal 7 
(1) Untuk menyampaikan SPTPD dalam memenuhi_ kewajiban Perpajakan sebagaimana 

dlmaksud dalam Pasal 6, Wajib Pajak dapat diberikan Surat Pemberitahuan!Teguran 
sebagaimana tercantum dalam Lamplran Ill Peraturan Bupati ini. 

(2) Bentuk dan lsi SPTPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal6 
(1) SPTPD harus dlsampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhimya 

masa pajak, dengan dllampirkan keterangan dan/atau dokumen pendukung . 
(2) Apabila batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari 

libur, bates waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berlkutnya. 

• 

Pasal5 
(1) Wajib Pajak wajlb menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang dengan menggunakan SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. 

BAB ;11 
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

NPWPD dicabut apabila : 
a. kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dinyatakan tutup yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; 
b. tldak, memlllkl utang pajak; 
c. ijin operasional dicabut; 
d .. alih kontrak/ganti pemilik; 
e. ada putusan pengadilan yang menyatakan usaha pailit. 

Pasal 4 
.. 

Pasal 3 
(1) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan NPVvPD, 
sebagalmana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

(2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila 
Wajlb Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah 
diberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali. 



· Pasal 12 
{1 j Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
(2) Pembayaran Pajak dllaksanakan paling lambat 30 (tlga puluh) hart setelah berakhimya 

masa pajak. 

Pasal 11 
(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Oaerah atau Bendahara Penerimaan Dinas 

Pendapatan Daerah. 
{2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Oinas Pendapatan 

Oaerah, hasll penerlmaan Pajak harus disetor ke Kas Oaerah paling lambat 1 (satu) hari 
kerja. 

(3) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau eek, atau dengan 
cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dlbukukan pada Bendahara 
Penerlma pada Oinas Pendapatan Oaerah. 

(4) Wajlb Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPO sebagai tanda bukti 
pembayaran Pajak. 

(5) Bentuk dan isl SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lamplran VII Peraturan Bupati ini. 

(6) Bentuk dan Isl SSPO yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat 
pembayaran Pajak adalah dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

L! (5). 

BABIV 
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN 

PENUNOAAN PEMBA YARAN PAJAK 

• 

.. 

Pasal 10 
Kegiatan Penetapan secara jabatan terdiri dari: 
a. membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dari hasil pemeriksaan dan/atau 

keterangan lain, karena SPTPD tidak disampaikan dan telah disampaikan Surat Teguran 
untuk mem11ukkin SPTPD. 

b. menerbitkan SKPDKB dan membuat Daftar SKPDKB atas dasar Nota Pemitungan Pajak 
Daerah. 

c. menerbltkan SKPDKBT jika ditemukan data baru_ dan/atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 

d. apablla SKPCKB/SKPCKBT yang dlterbltkan tidak atau kurang bayar dan dlkenakan sanksl 
admlnlstratlf.berupa bunga dengan menerbitkan STPD. 

e. bentuk dan isi STPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 9 
(1) Wajlb Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD dan dicatat dalam Kartu Data 

oleh petugas pada Dines Pendapatan Daerah. 
(2) Berdasarkan Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Petugas pada Omas 

Pendapatan Daerah membuat Nota Perhitungan dengan cara menghitung jumlah pajak 
terutang dan jumlah kredlt pajak yang diperhltungkan dalam Kartu Data. 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak 
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(2) SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diserahkan 
kepada Wajib Pajak oleh petugas pada Dinas Pendapatan Oaerah. 

(3) Bentuk dan lsi SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN adalah sebagaimana tercantum delam 
' Lampiran V Peraturan Bupati ini. · 



Pasal 15 
(1) Surat teguran sebagal awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) 

hart kerja sejak saat Jatuh tempo pembayaran. 
(2) Dalam Jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi 

Pajak yang terutang. 

BABVI 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 14 
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) per tahun wajlb menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 
(2) Pembukuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur 

dan benar se1uai dengan norma pembukuan yang bertaku. 
(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ·ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

menghitung besamya pajak terutang. 

. BABY 
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

• 

Pasal 13 . 
(1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hart sejak tanggal dlterbitkan. 

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut utang pajak, dalam hal Wajib Pajak 
mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga 
Wajib Pajak tldak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. 

(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara 
tertulls paling lama 9 (scmbilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai 
dengan al1111n dan buktl yang mendukung permohonan, serta : 
a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, den besamya 

angsuran; atau 
b. jumlah pembayaran pajak yang dlmohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. 

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib 
Pajak mengalaml keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak 
mampu melunasl utang pajak tepat pada waktunya. 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dengan menggunakan 
formullr sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini. 

(6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti untuk dijadikan bahan 
dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Persetujuan Penundaan 
Pembayaran. 

(7) Berdasar1<an hasil penelltian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat 
yang dltunjuk dapat menyetujui atau meno_lak permohonan angsuran dan/atau penundaan 
pembayaran pajak. 

(8) Surat Perjanjlan Angsuran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Surat 
Pemberltahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini . 

.. 



Pasal21 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan 

psnquranqan atau penghapusan sanksi administratif. 
(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ), dalam hal aanksl tersebut dfkenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya . 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berlkut: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD; 

BABVII 
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! AOMINISTRATIF DAN 

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

Pasal20 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan 

pajak yang menylmpang dari jadwal waktu ·yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasat 15, Passi 16, Passi 17 dan Passi 18, dengan memperhatlkan sltuasi dan 
kondisi. 

(2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan 
oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan 
Sekaligus. 

(3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah 
Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa 
memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan. 

Pasal 19 
Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan hari, tanggat, 
jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahul\an dengan segera secara tertulis 
kepada Wajib Pajak. 

Pasal 18 
Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
mengajukan permlntaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang· (KPKNL) 
untuk melaksanakan lelang. 

Pasal 17 
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi datarn jangka waktu 2 x 24 (dua kah dua puluh 
empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima Wajib Pajak, Bupati atau 
Pejabat yang dltunjuk segera menerbftkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Pasal16 
(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 

sebagalmana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih 
dengan Surat Paksa. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh 
satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat pada Oinas 
Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini. 

.. 

n 



Pasal24 
(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat berupa mengabulkan 

sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak. 
(2) Wajlb Pajak dapat memlnta secara tertulls kepada Bupati mengenai alasan yang menjadi 

dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayet (1). 

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

0 

Pasal23 
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 sebaqaimana 

tercantum dalam Larnplran XI Peraturan Bupati ini dan hanya dapat diajukan oleh Wajib 
Pajak 1 (satu) kali. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan etas permohonen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal diterimanya permohonan. 

(3) Apablla dalam Jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan 
oleh Waj!b Pajak dianggap dikabulkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus 
menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. 

Pasal 22 
(1) Wajlb Pajak dapat mengajukan permohonan kep&da Bupati untuk mendapatkan 

pengurangan atau pembatatan ketetapan pajak. 
(2) Pengurangan atau pembatatan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

dalam hat: 
a. mengurangkan atau membatal~an SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB yang tidak benar; 
b. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
c. membatalkan hasit pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau 

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 
d. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan 

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) harus memenuhi perayaratan sebagai 

berikut: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pengurangan atau pembatalan sebagaimana 

dlmaksud pada ayat (2); 
b. dlajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 
c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungen WaJ1b 

Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; 
d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan 

haru1 dllamplrt dengan eurat kuasa khusus. 
(4) Permohonan yang tldak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tidak dapat dipertimbangkan. 

r. 

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
memberikan alasan yang mendukung permohonannya; 

c. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan 
d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan 

ditandatangani oleh bukan Wajlb Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri 
- dengan surat kuasa khusus. .. 

(4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
tidak dapat dlpertlmbangkan. 



· Pasel 27 
(1) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma 

pemeriksaan sebagai berikut: 

Pasal26 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, dan 

metaporkan pajak terhutang adalah sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (cnam) bulan 
(2) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah dan pelaklanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
(3) Bentuk pemeriksaan terdiri dari: 

a. pemeriksaanlengkap;dan 
b. pemerlksaan sederhana 

(4) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di tempat 
Wajib Pajak meliputl seluruh jenls pajak untuk tahun berjalan den/atau tahun-tahun 
sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim 
digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. 

(5) Pemeriksaan Sederhana sebegaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan: 
a. Di lapangan meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 

sebelumnya yang diadakan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan 
kedalaman yang sederhana; 

b. di kantor meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan 
menerapkan tekn!k pemeriksaan dengan bobot sederhana. 

BABIX 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK 

Pasal25 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana.tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini. 
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati 
atau Pejabat yang dltunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan 
oleh Wajib Pajak dlanggap dikabulkan dan Bupati atau Pejabat harus menerbitkan 
keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. 

(4) Apabila Wajlb Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi ter1ebih 
dahulu ut1ng pajak dimaksud. 

(5) Apabila setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya temyata kelebihan pembayaran 
pajak, kurang/sama dengan utang pajak lainnya t,:,rs,,.but maka Wajib Pajak menerima bukn 
pemlndahbukuan, sebagal buktl pembayaran/kompensasl dengan pajak terutang 
dimaksud, karenanya SKPOLB tidak diterbitkan. 

(6) Apablla utang pajak setelah diperhitungken/dikompensasikan dengan kelebihen 
pembayaran pajak ternyate lebih, maka Wajib Pajak akan menerima bukti pemindahbukuan 
dan sebagai bukti pembayaran/ kompensasi SKPDLB harus diterbitkan. 

(7) Pengemballan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPOLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Pajak (SPMKP). 

(8) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 



Pasal28 
(1) Pelaksanaan Pemerlksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut : 

a. pemeriksaan dapat dllakukan oleh seorang atau leblh Pemeriksa; 
b. pemer1ksaan dllaksanakan di Kantor Pemeriksa, di Kantor Wajib Pajak atau di tempat 

uaaha atau di tempat tinggal atau ditempat. lain yang diduga ada kaitannya dengan 
keglatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh 
Bupati; 

c. pemerlksaan dllaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan dlluar jam kerja jika 
dlpandang pertu: 

d. hasll pemeriksaan dltuangkan dalam Laporan Pemeriksaan; 

a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat 
Perintah Pemeriksaan; 

b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan 
kepada Wajib Pajak; 

c. pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Penntah 
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

d. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
yang akan dlpertksa; 

e. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan; 
f. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wejib Pajak tentang hasu 

pemeriksaan berupa hat-hat yang berbeda antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan; 
g. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 

yang dlplnJam dart WaJlb Pajak paling lama 14 (empat belas) hart aeJak selesainya 
pemeriksaan; 

h. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala 
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 
pemeriksaan; 

i. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan 
pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban 
perpaiakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar 
penyelenggaraan pembukuan ateu pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan 
untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang bertaku 

(2) Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan di Kantor berpedoman pada norma 
pemeriksaan sebagal berlkut : 
a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh Bupati atau 

Pejabat untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke Kantor Dines Pendapatan 
Daerah dalam rangka pemeriksaan; 

b. pemeriksa wajib melaksanakan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
yang akan diperiksa; · 

c. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan; 
d. pemerikta wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil 

pemerlkHan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD deng•n hHII pemer1ksaan; 
e. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 

yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan. 
f. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala 

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oieh Wajib Pajak dalam rangka 
pemerlkaaan; 

g. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan 
pembukuan atau pencatatan dan petui1juk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban 
perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dllakukan, dengan tujuan agar 
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan 
untuk tahun-tahun selanjutnya dllaksanakan sesuai dengan ketentuan yang bertaku 



Pasal29 
(1) Pedoman Umum Pemerlksaan adalah sebagai berikut : 

a. pemerlksaan dapat dilakukan oleh Pemeriksa yang telah mendapat Pendidikan Teknis 
Pemeriksa Pajak Oaerah dan memiliki keterampilan sebagal Pemeriksa; 

b. pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat 
terbuka, sopan dan obyektlf serta wajib menghindarkan diri dart perbuatan tercela; 

c. pemeriksaan harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan menggunakan gambaran yang 
sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak; 

d. temuan hasll pemerlksaan dltuangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagal bahan 
untuk menyusun laporan Pemeriksaan. 

(2) Pedoma"l Pelaksanaan Pemerlksaan adalah sebagai berikut : 
a. pelaksanaan pemerlksaan harus didahulul dengan program pemeriksaan, sesuai 

dengan tujuan pemeriksaan dan dengan pengawasan yang seksama; 
b. lull pemerlk111n ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus 

dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, tanya 
jawab dan tindakan lain berkenaan dengan pAn,Priksaan; 

e. pendapat dan keslmpulan Pemerlksa harus didasarkan pada buktl yang kuat dim 
berfandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(3) Pedoman Laporan Pemeriksaan adalah sebagai berikut : 
a. laporan pemeriksaan dlsusun secara rlncl, ringkas dan jelas sesual dengan ruang 

lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti 
yang kuat tentang ad• atau tldak adanya penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi 
lain yang diperlukan; 

b. taporan pemerlksaan yang berkaltan dengan pengungkapan penyimpangan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah harus memperhatikan : 
1. faktor pembending; 
2. nilai absolut dari penyimpangan; 

.. 

e. hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak dibuatkan Surat 
Pemyataan tentang persetujuan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang 
bersangkutan; 

f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh 
Wajlb Pajak, dllakukan Pembahasan Akhir Pemeriksaan; 

a g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan diterbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau 
STPD; 

(2) Wajlb Pajak saat dlperlksa berpedoman pada norma pemerfksaan sebagal berikut : 
a. Wajib Pajak wajlb memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di 

Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan; 
b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memperfihatkan Surat Perintah 

Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa; 
c. Wajlb Pajak berhak memlnta kepada Pemerlksa untuk memberlkan penjelaHn tentang 

maksud dan tujuan pemeriksaan; 
d. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal·hal 

yang berbeda antara hasll pemerlksaan dengan SPTPD; 
e. Wajib Pajak wajib menandatangani surat pemyataan persetujuan apabila seluruh hasu 

pemeriksaan disetujul; 
f. Wajlb P~Jak wajlb menandatanganl Serita Acara Hasil Pemerlksaan apablla hasil 

pemeriksaan tersebut tidak seluruhnya disetujui; 
g. Wajlb Pajak wajlb memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, cetatan den dokumen 

yang diper1ukan untuk kelancaran ·pemeriksaan; 
h. Wajib Pajak wajib memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dlanggap perlu dan member! bantuan guna kelancaran pemerlksaan; 
i. Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan. 



Pasal31 
(1) Apablla pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau Wakil atau 

Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang 
mempunyal kewenangan untuk bertlndak mewakili Wajlb Pajak sesual batas 
kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan 
berikutnya. 

(2) Untuk keper1uan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda. 
Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diper1ukan. 

(3) Apabila pada seat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dlla!<ukan penundaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya tidak juga 
ada ditempat pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan ter1ebih dahulu meminta Pegawai 
Wajlb Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran 
pemeriksaan. 

(4) Apabila Wajlb Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya tidak memberikan ijin untuk rnernasuki 
tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak member! bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan serta memberikan yang diper1ukan Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya 
harua menandatanganl Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan. 

Pasal30 
(1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dengan cara: 

a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan 
kewojlban perpajakan daerah; 

b. memerlksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran 
dart media komputer dan perangkat elektronik pengolah data tainnya; 

c. meminjam .buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dan 
media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan 
tanda terlma; · 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; 
e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, 

uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak 
dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan 
ditempattempat tersebut; 

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak 
atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan dimaksud atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan; 

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai 
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 

(2) Pemerlkaaan Kantor dllakukan dengan cara : 
a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, 

catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan 
perangkat elektronik pengolahan data lainnya; 

b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari 
media komputer dan perangkat elektronik r:::-:;:'ah data lainnya denpan memberikan 
tanda terima; 

c. memerjksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran 
dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lalnnya; 

d. memlnta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; 
e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diper1ukan dari pihak ketiga yang mempunyai 

hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 

3. sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan; 
4. pengaruh penyimpangan; 
5. hubungan dengan permasalahan lainnya. 
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Pasal35 
(1) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan yang dibuat dan/atau buk1i yang 

dlkumpulkan oleh pemerlksa pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan yang 
disusun secara sistematis, sehingga merupakan rekaman dari semua temuan, kejadian, 
dan data yang dlperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemerikeanya. 

(2) Maten KKP meliputi : 

Pasal34 
(1) Pemeriksaan Pajak dilakukan dalam rangka memeriksa SPTPO den data pendukung 

lainnye untuk menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD. 
(2) Sasaran Pemeriksaen Pajak adalah sebagai berikut : 

a. memerlksa daftar rekaputilasi rekening listrik dengan dilampiri rekening list!ik pelanggan 
bagi PLN; 

b. memeriksa pengyunaan listrik/taksiran penggunaan listrik bagi non PLN. 

BABX 
TEKNIS PEMERIKSAAN PAJAK 

Pasaf 33 
(1) Pemberian tanggapan atas hesil pemeriksaan dan pembahasan ekhir pemeriksaen lengkap 

dlselesalkan waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. 
(2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah pemerlkHan lapangan eelesai dilakukan. 
(3) Hasll Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan 

selesai dilakukan den tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak. 
(4) Apabila Wajib Pajak tldak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPDKB, SKPDKBT. atau 
STPO dlterbltkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada 
Wajib Pajak. 

(5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tldak dllakukan apablla pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan. 

(6) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana 
dibidang perpaJakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat 
Laporan Pemeriksaan. 

Pasal32 
(1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan 

SKPON, SKPOKB, SKPOKBT, atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Apabila penghitungen besemya pajak yang tP~..!·~ ... "1 dalam SKPOKB, SKPDKBT. ateu 
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPO, perbedasn besamya 
pajak diber.itah1.1kan kepada Wajib Pajak. 

(5) Apabila Pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan yang bersangkutan harus 
menandatangani Surat Pemyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan. 

(6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) atau ayat (5), Pemerlksa membuat Serita Acara Penolakan PemerikHan yang 
ditandatangani oleh Pemeriksa. 

(7) Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan Membantu 
Kelancaran Pemerlksaan dan Serita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan 
besemye pajek terutang secara Jabatan atau dilakukan penyidikan. 



Pasal38 
(1) Ruang llngkup Penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Daerah rneliputi 

kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai 
dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam 
SKPOKB, SKPOKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Kepututan Keberatan, 
Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif. 

(2) Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB. SKPDKBT, STPO Surat Keputusan 
Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan 
Sanksi Admlnistratif berupa bunga dan/atau denda dapat cihapuexan apabila Pajak 
tersebut tldak dapat atau tldak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kedaluwarsa. 

• 

BABXI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Pasal37 
Blanko yang dipergunakan dalam Pemeriksaan Pajak Oaerah seperti Program Pemeriksaan 
Pajak Daerah, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah, 
Rekapitulasi SPTPO, Rekapitulasi SSPD dan Serita Acara Pemeriksaan Pajak Oaerah adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini. 

Pasal36 
(1) Dalam penetapan jabatan, media yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 

a. Surat Tugas Pemerlksaan dan Surat perihal permintaan untuk menyerahkan data oleh 
Wajib Pajak; 

b. Serita Acara Penolakan Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 
apabila Surat Pemyataan tldak dltandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; 

c. Serita Acara Penolakan Penandatanganan Serita Acara Hasil Pemeriksaan; 
d. Serita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak. 

(2) Prosedur pelaksanaan penetapan secara jabatan : 
a. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan tahunlperiode 

sebelumnya, kemudlan di rekapltulasl dan dlberlkan komentar SPTPD dan SSPD untuk 
periode yang diperiksa; 

b. melakukan pengamatan dan membuat Serita Acara; 
c. membuat perbandingan antara lain transaksi dengan nilai SSPD; 
d. menghitung kewajiban pajak terutang; 
e. menyu1un Laporan Hatil Pemeriksaan Pajak Oaerah (LHPPD); 
f. membuat SKPON, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD 

a. ldentitas Wajib Pajak Oaerah; 
b. Uraian hasil pengamatan lapangan terhadap usaha Wajib Pajak; 
c. Oasar Pengenaan Pajak Daerah; 
d. Piutang Pajak Oaerah. 

(3) Uralan hasll pemeriksaan meliputi : 
a. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyampaian SPTPD; 
b. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyetoran pajak terutang melalui SSPD; 
c. hasil pemerlksaan terhadap sistem pencatatan atau pembukuan yang dlgunakan oleh 

wajib pajak; 
d. hasil pemeriksaan terhedap penggunaan Bill porporasi: 
e. hasil pemeriksaan terhadap rekapitulasi rekening listrik khusus bagi PLN atau 

penggunaan listrik/taksiran listrik khusus bagi non PLN. 

• 



Pasal 42 
(1) Pada setiap akhir Tahun takwim, Kepala Bidang Penagihan pada Oinas Pendapatan 

Oaerah menyampaikan Dafter Usulan Penghai:-:.;~=;~ Piutang Pajak dan Oaftar Cadangan 
Penghapusan Plutang Psjak kepada Kepala Olnas Pendapatan. 

(2) Oaftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang 
Pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak: 
b. alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 
d. jenis Pajak; 
e. tahun Pajak; 
f. Jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk 

dihapus; 
g. tlndakan penaglhan yang pernah dilakukan; dan 
h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus. 

(3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh : 
a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); den 

Pasal41 
Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan 
penagihan. 

Pasal40 
(1) Plutang Pajak sebagalmana dimaksud dalam Pasaf 38 ayat (2), Wajib Pajak ter1eblh dahulu 

dltatausahakan · sebagal plutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan 
penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber1aku. 

(2) Plutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum 
kedaluwarsa sebagalmana dimaksud dalam Pasaf 39 ayat (1) tertebih dahufu dimasukkan 
ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak. 

Pasal39 
(1) Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan 
Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan 
penaglhan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Oaerah tersebut 
tidak dapat atau tldak mungkln ditagih lagi. 

(2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah: 
a. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta 

warisen dan tidak mempunyai ahli waris; 
b. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan tagi; 
c. Wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan, 

dan darl haall penjualan harta tldak mencukupl untuk melunasl utang pajaknya; 
d. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketernukan lagi karena: 

1. Wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi 
berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Ousun mengetahui kepala 
kampung; 

2. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya 
berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Ousun mengetahui Kepala 
Kampung. 

(3) Wajlb Pajak/penanggung Pajak yang tldak dapat ditagih lagi sebagalmana dimakaud pada 
ayat (2) huruf d dibuatkan berita a.cara p7meriksaan dan diumumkan di Kantor Kepala 
Kampung setempat selama 14 (empat belas) hari kerja. 

• 



Pasal 47 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

atas suatu: 

BAB XII 
KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 46 
(1) Kepala Oinas Pendapatan Daerah menyampaikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) kepada Kepala Baglan Keuangan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah. 

(2) Petlk•n Keputusan Bupati sebagalmana dimaksud pads ayat (1) oleh Kepala Bidang 
Penagihan pada Oinas Pendapatan Oaerah segera mengadministrasikan dan menghapus 
plutang pajak dari dafter piutang pajak daerah. 

Pasal 45 
(1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan 

penelitlan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 42 Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati. 

(2) Penghapusan Plutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputuaan Bupati. 

Pasal44 
(1) Hasll penelltlan Tim sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dlsampaikan kepada 

Kepata Olnas Pendapatan Oaerah dalam bentuk taporan. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 

a. n1m1 W1Jlb Pajak dan Penanggung Pajak; 
b. alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Oaerah (NPWPD); 
d. nomor den tanggat STPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat 

Keputusa:, Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi 
Administratif berupa kenaikan bunga dan/atau denda; 

e. jenis Pajak; 
f. tahun Pajak; 
g. besamya plutang paJak yang akan dlhapuskan atau yang akan dlcanar.gkan untuk 

dlhapus; 
h. . tindakan penagihan yang pemah dilakukan; 
i. alHan dlhapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan 
J. keterangan hasll penelitian administrasi dan penelitian lapangan. 

Pasal 43 
(1) Kepala Dines Pendapatan Daerah setelah menerima Oaftar Usulan Penghapusan dan 

Daftar Cadangan Plutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian 
terhadap WaJlb Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang 
Pajak. 

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati. 
(3) Dalam hal tertentu Kepala Oinas Pendapatan Oaerah dapat memerintahkan Penyidik 

Pegawal Negerl Slpll Pajak Oaerah dan Juru Sita Pajak Daerah untuk mendampingi Tim 
(4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan Dinas 

Pendapatan Oaerah. 

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumtah lebih dan 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 



.. 
Pasal50 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap 
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 49 
(1) Surat keberatan dari Wajib Pajak dicatat dalam Buku Register. 
(2) Petugas pada Dlnas Pendapatan Daerah berkewajiban mengumpulkan data pendukung 

yang berkaitan dengan pengajuan permohnnan keberatan 
(3) Ata1 kelengkapan pengajuan permohonan keberatan Wajlb Pajak dllakukan penelitian 

dan/atau pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini 

(4) Pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan dirumuskan dalam Serita Aoara Rapat 
sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Bupati ini. 

(5) Keslmpulan dalam SeritQ Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dltuangkan 
dalam Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang. 

(6) Keputuaan Bupatl sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka 
waktu 12 (dua betas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima. 

(7) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebag1an. 
menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. 

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak 
member! suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dlkabulkan. 

Pasal48 
Pemeriksaan keberatan pajak dilakukan oleh Tim Pemeriksa Keberatan Pajak yang ditetapkan 
oleh Bupatl. 

a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDLB; dan 
d. SKPDN. 

(2) Syarat pengajuan keberatan adalah sebagai berikut : 
a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang 

jelas; 
b. melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN; 
c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran; 
d. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya; 
e. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB. 

SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
jengka waktu ltu tidak dapat dipenuhi karens ~c.cs..:3an di luar kekuasaal"nya. 

(3) Keberatan dapat dlajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah 
yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(4) Keberatan yang tldak memenuhi persyaratan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), tidak dianggap sebagal Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan 

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
atau tanda penglriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti 
penerimaan surat keberatan. 

(6) Formulir Surat Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan 
Bupati ini. 



.. 

SERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016 NOMOR 188 

(GUS PUTTY) . 

Diundangkan di Bintuni 
pada tanggal 11 aret 2016 
Pit. SEKRET ERAH KAB TELUK iJINTUNl 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Teluk Sintuni. 

Pasal52 
Peraturan Supati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUlUP 

Pasal51 
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak 
Penerangan Jalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 



ISHAK . HALLA TU 

L- Pj. BUPAT T~t{BINTUN1/ 

Tanda Tangan 
Nama Jelas 

Bintuni, Tahun 
Pemohon 

5. Tande Buktl Diri D KTP D PASPOR 
6. No. dan Tgl Tanda Bukti 

Diri 
7. Surat lzln lain yang dimllikl (Photo Copy Surat lzin harap dilampirkan) 

- Surat lzin - No. - Tgl . 
- Surat lzin - No. - Tgl . 

8. Jenis Pajak : PENF.RANGAN JALAN 

D WNA D WNI 

1. Nama Usaha 
2. Nama Pemilik /Pengelola 
3. Kewarganegaraan 
4. Alamat tempat tinggal 

DATA WAJIB PAJAK DAERAH 

..... .,·ti t Bl I I 

Di - 

Kepada: 
Yth . 

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH 
SADAN I PEMILIK USAHA 

Nomor Formulir: 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ala mat TELE PON .. 
Bintuni 

FORMULIR PENDAFTARAN 

Peraturan Bupati Teluk Binturu 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

Lampiran I 

• 



ELUK BINTUNI I 
I 

!· Pj. BUPA I 

PERHATIAN: 
1. Kartu NPWPD lnl harap dlsimpan dengan baik, apabila hilang agar segera melapor ke Dlnas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 
2. Kartu lnl hend1kny1 dlblWI 1p1bl11 S1udara akan membayar pajak ber1kutny1, ata\; melakukan 

transaktl dan berhubungan dengan lnstansl-lnstansl dalam Daerah Kabup•ten Tetuk Blntuni. 
3. Oalam Wajlb Pajak plndah domlsili ke Kabupaten/Kota diluar Kabupaten Teluk Blntunl supaya 

melaporkan. 

NIP. 

t3intuni, Tahun . 
a.n Bupati Teluk Bintuni 

Kepala Dlnas Pend1p1tan Oaerah 

NAMA 

ALAMAT 

NPWPO 

KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) 
No Tahun . 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ala mat TELEPON .. 
Blntuni 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tanggal 11 Msret 2016 

Lampiran II 

• 

• 



f Pj. BUPA I Eli BINTUNI I 

NIP. 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Apablla Wajlb Pajak sudah memenuhi kewajlban Perpajakan sebaga,mana 
dlmaksud dlatas, maka Surat lnl dapat diabaikan. 

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan 
terima kaslh. 

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor .. . .. 
Tahun Tentang Pajak , maka kaml memberttahukan kepads Wajlb PaJak 
agar menyampalkan SPTPD beserta data pendukung yang benar dan lengkap serta 
melakukan pembayaran Pajak berdasan<an SPTPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
setelah berakhlmya masa pajak. 

Berdasan<an hal tersebut diatas, diberitahukan kepada saudara agar segera 
menyampaikan SPTPD beserta data pendukung yang lengkap dan benar untuk bulan 
............. tahun paling lambat tanggal ( ) bulan tahun . 

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam ja'lgka waktu sebagaimana dimaksud 
dlatas. Wajlb Pajak akan dlkenakan sanksi administratif berupa bungs sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dlhltung dari Pajak ya,19 kurang atau ter1ambat dibayar untuk jangka wektu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PaJak. 

Apablla kewajlban menglsl SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihltung 
secara Jabatan dan dlkenakan senksi admlnlstratlf berupa kenaikan sebeur 26% (dua 
puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administratlf berupa bun')a sebesar 
2% (dua persen) sebulan dihltung dari pajak yang kurang atau ter1ambat dlbayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
Pajak. 

t1 TI SC II CC CC CS I IOI I IP I 

Bintuni, Tahun . 
Kepada: 

Yth. Manajemen . 
NPWPD: 
Alomat: 
Di- 

Ptrnbtdtahu1oa1auran 

Nomor 
Lampi ran 
Perhail 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ala mat TELEPON . 
s:mur11 

SURAT TEGURAN UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD 

LAM BANG 
DAE RAH 

Peraturan Bupati Teluk Bint .. mi 
Nomor 16 T1hun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

Lampiran Ill 



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

LAM BANG 
JI. Alamat ............................ TELEPON ............ 

TAHUN Blntuni 
DAE RAH ........ 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 
PAJAK PENERANGAN JALAN 

Masa : ................................................................ 

Ke pad a: 
Yth. ················ ························· 

······································· 
Di- 
······················ . 
'ttlctflltttlltct I C 

PERHATIAN: 
1. Harap dllsl dalam rangkap 2 (dua) dlt\Jlla dengan huruf cetak/dlketlk dllamplrttan data pendukung trlnukal. dari 

t.enggal dan bulan aeaual dengan Maaa Pajak. 
2. Agar dllsl dengan data yang jelas, benar, den lengkap, ditandatangani selanjutnya ditlampaikan kembali kepada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhimya mesa Pajak 
Pene111ngan Jalan. 

3.- Apablla kewajlban pengltlan dan peny•mp•l•n tld•k dlpenuhl mek• penetap•n p•J•k dlhltung Mara J•b9t•n den 
dlkenakan sanksl admlnlstratlf berupa kenalkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 
bunga sebesar 2~o (dua persen). 

NPWPD 
JENIS USAHA 
NAMA PEMILIKIPENGELOLA 
ALAMAT USAHA PEMILIK: 
TELE PON/FAX 
ASAL TENAGA LISTRIK LJPLN D NONPLN 

A Oasar Penaenaan Pelak : Ro. 
B. Pajak ten.rtang 

1. T1r1f P1Jak 100/o x A Rp. 
2. Tartt Pajak 3% x A Rp. 
3. Tartt Palek 1 5% x A Ro. 

C. Pa ak vana harua dlbayar : Rp. 
0. Pa ak vana telah dlbaver : Ro. 
E. Pe ak vana kur.na/leblh bavar : Ro. 

Blntunl, .................. Tahun .......... 
PEMILIK/PENGELOLA 

............................................................. 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tangg~I 11 Maret 2016 

Lampiran IV 



NIP. 
.,,.,, 0 .,,,,,,, coot ti 

MENGETAHUI, 
SETELAH OIPERIKSA OLEH 

KEPALA BIOANG . . 

. OITERIMA TANGGAL 
NAMA PETUGAS 
TANOA TANGAN 

OIISI OLEH PETUGAS PENERIMA 

NO. OASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) 
1 NIILAI JUAL TENAGA LISTRIK (NJTL) DALAM HAL TENAGA 

LISTRIK BERASAL DARI SUMBER LAIN DENGAN PEMBAYARAN . 
A. JUMLAH TAGIHAN BIAYA BEBANfTETAP 
B. BIAVA PEMAKAIAN KWH/ VARIABEL YANG DITAGIHKAN - 

DALAM REKENING USTRIK 
TOTAL NJTL (A+ B} 

2 NILAI JUAL TENAGA LISTRIK (NJTL) DALAM HAL TENAGA 
LISTRIK OIHASILKAN SENDIRI 

3 A. KAPASITAS TERSEOIA . ..................... KWH 
B . TINGKA T PENGGUNAAN LISTRIK 

..................... KWH 
c. JANGKA WAKTU PEMAKAIAN LISTRIK . .. , ................ 
D. HARGA SATUAN LISTRIK PER KWH 
TOTAL NJTL (Ax Bx C x 0) 

3 LAIN-LAIN 

JUMLAH 

OASAR PENGENAAN PAJAK 
BULAN: TAHUN: . 



NIP. 

Bintuni, Tahun .. 
a.n Kepala Oinas Pendapatan Oaerah 

Ke pa la Bldang . 

PERHATIAN: 
1. Pambayaran etas paJak terutang dllakukan pada Bandahara Penerlma Dlnaa Pandapatan Oeerah Kabupaten 

Teluk Blntunl dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Oaerah (SSPO). 
2. SKPOKB dlnyatakan LUNAS jlka telah disahkan/validasl Kas Register atau ~pltanda tangan Pejabal 
3. Apebll• SKPOKB lnl tldek eteu kurang dlbeyar aetelah lewet waktu pallng lama 30 (tfge putuh) her1 •eJ•k SKPDKB 

lnl dlterbltken dlken•k•n Hnkal edmlnl1tr11tlf bervo• bunaa 2% (dua eersen) D41r bulan. 

Dengan huruf: 

I. Berdasar1can Perda Kabupaten Teluk Bintunl Nomor Tahun tentang Pajak telah 
dllekuken Pemer1kaean atau Keterangen Lein etas petaksanaan kewajlban Wajlb Pajak. 

11. Oer1 Pemer1kaHn etau Kateran91n Lain terubut dlatas, Penghltungan jumlah yang m11lh herus dlb1y1r adatah 
sebagal bertkut: 
1. Oeaar Pengenaan Pajak Rp. 
2. Pajak yang terutang Rp. 
3. Kradlt Pajak: 

a. Kompensansl kelebihan pembayaran Rp. 
b. Setoran yang dllakukan Rp. e. Lein-Lain R__.p._... _ 
d. Jumlah yang dapat dikredltkan (a + b + c) Rp. 

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) Rp. 
e. Sankal admlnlatratlf 

a. Bunge Rp. 
b. Kenalkan Rp. 
c. Jumlah .. nksl adminiatratlf (a+b) Rp. e. Jumleh yang l'T,atlh haru, dlbayar (4 + 5c) R .... o ..... _ 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPO 
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KAOUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alamat TELE PON .. 
Bintuni 

NO URUT 

SURAT KETETAPAN PAJAK 0/\EP.AH KURI\NG BJ'.Y/\R (SY.POKB) 
MASA .. 
TAHUN 

A SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 

Peraturan Bupatr Teluk Bintuni 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

Lampiran V 



NIP. 

Bintuni, Tahun . 
a.n Kepala Olnas Pendapatan Daerah 

Kepala Bidang , 

PERHATIAN: 
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendshara Penerima Oinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
• Taluk Blntunl dangan manggunakan Surat Setoran Pajak Oeerah (SSPO). 

2. SKPDKBT dlnyeteken LUNAS Jlke taleh dlsahken/valldasl Kes Register atau cap/tanda tangan Pejabat. 
3. Apablla SKPDK&T lnl tldak atau kureng dlbayar setelah lewat waktu pallng lama 30 (tlga puluh) hart eejak 

SKPDKBT lnl dlterbltkan dikenak.an aankal adminis1ratlf beruoa bunaa 2% Cdua oeraen) eer bulan. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp 
Rp. 

Oengen huruf: 

NO URUT 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

I. Berdaurxan Perda Kabupaten Teluk Blntunl Nomor Tahun tentang Pajak . telah 
dllekuken Pem.t'lkaeen eteu Keterengen Lain ates pelekaanHn kewajiben Wejlb Pajllk den teleh ditemuken data 
baru/atau data yang semula belum terungkap. 

11. Dari data baru/atau data yang semula belum terungkap, PenghitungAn jumlah yang masih harus dibayar adalah 
sebagal ber1kut: 
1. Dasar Penganaan Pajak 
2. Pajak yang terutc:1119 
3. Kredlt Pajak: 

a. Kompenunal kalablhan pembayaran 
b. Setoran yang dllakukan 
c. Lain-Lain 
d. Jumleh yang dapat dlkredltkan (a + b + c) 

'4. Jumlah kekurangan pembayanm Pokok Pajak (2 - 3d) 
5. Sank.sl edmlnistratlf 

a. Bunge 
b. Kenalkan 
e. Jumlah Hnkal admlnlatratlf (a+b) 

6. Jumlah yang maslh harus dlbayar (-4 + 5c) 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alam at TELE PON .. 
Bintuni 

LAM BANG 
DAE RAH 

SURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 
(SKPDKBl) 

MASA 
TAHUN 

8. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 



NIP . 

Blntuni Tahun . 
a.n Kepala Oines Pendapaten Oaerah 

Kepala Bidang . 

Rp. NIHIL 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

I. Berdasar1um Perda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun tentang Pajak telah ditakukan 
Pemer1ktHn etau Keterangan Lain 1t1t pelaksanaan kewejlban Wajlb Pajak. 

II. 01rt Ptmtrlk111n 1t1u Keter1ngen Lein tersebut dletas, Penghltungan Jumlah yang m1tlh h1ru1 dlbayar adalah 
sebagal berikut: 
1. Oaaar Pengenaan Pajak 
2. Pajak yang ten.rtang 
3. Kredlt Pajak: 

a. Kompensansi keleblhan pembayaran 
b. Setor1n yeng dll1kuk1n 
c. Lain-Lain 
d. SPTPO (Pokok) 
e. Jumlah yang dapat dlkreditkan (a + b + c+d) 

4. Jumlah yang maslh harua dlbayar (2 -se) . 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPO 
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENOAPATAN DAERAH 

JI. Ale mat TELEPON . 
Bintuni 

I I 
NO URUT 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) 
MASA .. 
TAHUN 

C. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL 

.. 



NIP. 

Bintuni, Tahun .. 
a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Ke pa la Bidang .... ... .. .. ...... . , 

PERHATIAN: 
1. Pembayaran ates pajak terutang dilakukan pads Bendahara Penerima Dines Pendapatan Daerah Kabupaten 

Teluk Blntuni dengan menggunakao Sur81 Setoran Pajak Daerah (SSPD). 
2. STPD dinyatakan LUNAS Jlka telah dlsahkanl\talldasl Kas Register atau capttanda tangan Pejabat. 
3. Apabila STPD lnl tldak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tlga puluh) hari Mljak STPD ini 

dltert>ltkan dlkenakan sanksl admlnlstr81lf beruoa bunga 2% (dua persen) per bulan. 

Oengan huruf: 

Ro. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) 

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Teluk Blntuni Tahun tentang Pajak telah dilakukan 
Penelltlan dan/atau Pemerikaaan atau Keterangan Lain alas pelaksanaan kewajiban Wajlb Pajak. 

II. Oarl Penelltlan d1n/atau Pemerlkaaan 81au Keterangan Lain tersebut dlatas, Penghltungan Jumlah yang masih 
harus dlbayar adalah aebagal berlkut: 
1. Pajak yang kur11ng dibayar Rp. 
2. Sankal admlnl$tratlf 

a. Bunga Rp. ----- 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

LAM BANG 
OAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BlNTUNl 
OINAS PENOAPATAN OAERAH 

JI. Alam at TELE PON .. 
Bintuni 

NO URUT 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERl;H (STPD) 
MASA .. 
TAHUN 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Binturu 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tanggal 11 MerPt 2016 

Lampiran VI 



\ 

UKBINTUNlr 
I 

t· Pj. BUPATI 

11 Berl tanda X pada kotak 
2> Coret y1no tldlk pertu 
SSPO lnl bertaku Ntel1h Cek/80 d1pat dicail1!.1n 

Lemb1r 3 : untuk lldang Pembukuan dan Pelaporan 
,. Lember '4 : untuk Ar1lp 

Lamber 2 : untuk BKP 
Lembar 1 : untuk Pemol'IOrVPenyetor 

NIP. 

Bintuni, Tahun . 
KASIR PENERIMA PENYETOR, 

Jeni• Pemb11yeran 
No. Cek/80 
Tgl. Cek/SGITransfer 

: Mase Pajak Tahun . 

: (TunaV Cek I BG I Transfer) :JI 

Ouna Pembayaran 

Dengan huruf 

U1ng aebesar 

c:=J SPTPD 

c:=J SKPDKB 

(:=::J SKPDKBT 

c:=J STPD 

: Rp. 

Menyetor Berd1tat1(1n •1 

I I I I I I I I I I I I I 
CJ SK Pembetulan 

CJ SK Keberatan 

c=J Lain-lain 

NPWPD 

Jenlt P1J1k 
Nama Usaha/Perusaheen : 
Alamat 

Nomor: 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ala mat TELEPON . 
Blntunl 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 16 Tehun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

Lampiran VII 



NIP. 

Hormat Says, 
Pemohon 

Otmlklan pennohOl'lln aaya dengan h1111pan dapct dlpenuhl. 

Tande Terlma 
a.n. Kepala Olnaa Pendapatan Oaerah 

Kepala Bldlllng , 

Ataun pengaJuan pemiohOnan Angturan lnl : 

JUMLAH ANGSURAN 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rinclan Anggaran 
TANOOALPENYETORAN 

Tgl. . 
Tgl . 
Tgl. . 

Mtngakul matlh mempunyal utang pajak ataa SKPOKB/SKPDKBT/STPO/Surat Keputuun Pembetulan/Surat 
Keputusan Keberatan/Putusan Banding*) No bulan tahun . .. 
Jumlah · Rp. 
Otngan huNf : 

Oengan lnl saya mengajukan permohonan agar klranya utang pajak tersebut dlatas dapat dlsetor dengan cara 
angauren sebanyak ( ) kali dengan manlng-masing tersebut dibewah dan akan lunas seluruhnya paling 
tam bat tanggat . 

....................................... Telp . Ala mat 

D 

....................................... Telp . 

Oengan hormat 
Saya yang bertanda tangan 
dlbewth Inf 

Nama 
Pemillk/Pengelola 
Alamat 

Bertlndak untuk dan atas 
name 

Name 
Uaahl/Peruaahaan 
NPWPO 

............................. Tahun . 
Kepada: 

Yth. Bupati Teluk Bintuni 
Up. Kepala Oln11 Pendapatan 
Daerah 
Di- 

Permohonan Angsuran 
Paiek , , , ,, "" 

Perihal 

A. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintum 
Nomor 16 T•hun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

lampiran VIII 



rtu 

NIP. 

Hormat Saye. 
Pemohon 

Tandi Tertma 
a.n. Kepat1 Olnet Pendapatan Daerah 

Kepata Bldang , 

Demiklan permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi, 

Oengan lni saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPDKBISKPDKBT/STPD/Surat 
K~putusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding *) No bulan tahun . 
Vang eken Jatuh tempo p1d1 tanggal agar klranya tanggal hatuh tempo dapat dlperpanjang/dltunda hingga 
tanggat .. 

Alaaan pengajuan permohonan Penundaan Pemba_yaran lni : 

....................................... Telp . Alam at 

D 

....................................... Telp . 

Oengan hormat 
S.y1 yang bertanda 
tangan dlbaweh lni 

Nama 
Pemlllk/Pengelola 
Al1m1t 

Bertlndak untuk den 
atas nama 

Nama 
Ueaha/Perueahean 
NPWPO 

.......... , Tahun . 
Kepa1a: 

Yth. Bupati Teluk Bintunl 
Up. Kepala Oinu Pendapatan 
Daerah 
Di- 

Permobonen Penundaan Pembayaran 
Palek •1111111111111tt'""""" 

Perihal 

B. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 



.. 

HormatSay• 
Pemohon 

NIP . 

Tanda Ter1ma 
a.n Kepala Dines Pendapatan Oaerah 

Kepala Bidang . 

2. Jlka pemyttHn pembeyaran pede angka 1 (aetu) dletas tldak aeya penuhl, maka penaglhan dllakuken dengan 
Surat Paksa, tanpa pemberitehuan tertebih dahulu. 

Jml. Angauran 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

Blaya Adm. I Sunga 
Rp . 
Rp . 
Rp .. 
Rp . 

Rp . 

Angsuran Pokok 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp .. 

Pembayeran Ang,uran 
a. Tgl Angsuran I 
b. Tgl Angsuran II 
c. Tgl Angauran Ill 
d. Tgl Angauran IV 

Rp. ········································ 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp ········································ 
Rp . 

a. SKPOKB No tgl . 
b. SKPOKBT No tgl. . 
c. STPD No tgl. . 
d tgl. . 
e tgl. . 

1. Oengan lnl menyatakan telah menyampalkan permohonan angsuran pembeyeren uteng pejek pede tenggel 
........... sebanyak ( ) kali angsuran. Ternadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima 

: Telp . 

······························· ....................................................... 
D I I I I I I I I I I I I I I 

: Telp . 

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN 

Ala mat 

NPWPO 

Bertindak untuk den stas nama 
Nama Usaha/Perusahaan 

Yang bertanda tangan di bawah lnl 
Nama Pemilik/Pengelola 
Alamtt 

LAM BANG 
OAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alamat : TELEPON . 
Bintuni 

A SURAT PERJANJIAN ANGSURAN 

Peraturan Bupati T eluk Bintuni 
Nomor 16 T•hun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

lampiran IX 



.. 

Hormat Saya 
Pemohon 

• NIP . 

Tande Terlma 
a.n Kepala Olnes Pendapatan Daerah 

Kepala Bldang . 

1. Oengan Int menystak!ln telah meny1mp1lken permohonan penundaen pembeyeran utang pajek pede tanggel 
................... tertiadap SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan 
Keberatan/Putusan Banding j Nomor Jatuh tempo tanggal .. 

2. Berd111rkan permohonan dlates maka telah dlsepakati bahwa pembayaran at.as utang p1Jak diatas ditunda 
pembayarannya sampal dengan tanggal .. 

3. Jlka pemyetAlen pembayaren pad• angke 2 (dua) dletaa tldak ••Y• penuhl, make penaglhan dllakukan dengen 
Surat PakH, tanpa pemberltahu1n terleblh dahulu. 

DI I I I I I 11111 I I I 
·: Telp . 

: Telp . 

Alam at 

NPWPO 

Bertlndak untuk dan ataa nama 
Nama Usaha/Perusahaan 

Yang bertanda tangan di bawah lni 
Nama Pemilik/Pengelola 
Al1m1t 

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alam at TELE PON . 
Bintuni 

LAM BANG OAERAH 

B. SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 



L· PJ. BUPATI LUK !'NTUNI/ 

") Coret yang tldak pertu 

NIP. 

Bintuni, Tahun . 
Kepala Dines Pendapatan Oaerah 

Oemiklen ager Seudare maklum adanya. 

Setelah kami mempelajari cian mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat 
Permohonan Ang1uran I Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal .... ... .. .. . .. .. ..... .. Nomor 
.......................... dengan tangat menyesal tldak dapat kami penuhi. 

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN I 
PENUNDAAN PEMBAYARAN *) 

Nomor: . 

Kepada: 
Yth. Bapak/lbu/Sdr. 
Di- 

LAM BANG OAERAH 

,. 

(I 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alamat TELEPON . 
Bintuni 

C. SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN Pl::MBAYARAN 



ISHAK L. HALLATU 

l PJ. BUPATI 1~UK 'INTUNI / 

~ 

1 Coret yang tldak per1u 

NIP. 

P!RHAT1AN 

PAJAK HARUS OILIJNASI DALAM JANGAA WAtm.l 7 
(TVJUH) HARi SETELAH TANOOAl SURAT 
TEQUAAN INI. SESUOAH BATAS WAKTU rru, 
llNOAKAN P!:NAOIHANAKAN 011.ANJVTI<AN 
OENGANPENYERAHANSURATPAKSA. 

Bin tun I, T1hun . 
Kepala Oinas Pendapatan Daerah 

Setelah kaml mempelajar! dan mempertimbangkan dengan lni diberitahukan bahwa Surat 
Permohonan Angauran I Penundaan Pembayaran •) Saudara tertanggal .. .. . .. Nomor 
.......................... dengan sang at menyesal tidak dapat kami penuhi. 

Dengan huruf : (..................................................................................................... . ) 
Untuk mencegah tindakan penaglhan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunas, ,umlah 
Tungg1k1n dalam waktu 1 (tujuh ) har1 kerja aetelah tanggal Surat Teguran lnl. 
01l1m hll 81ud1111 teleh mefun11I Tunggaken tersebut dhrtaa, dlmlnta agar S11udara aegera melaporken kepada 
Bidang Penagihan Oines Pendapaten Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni. 

Jumlah 
Tungg1kan 

Rp. 

Tanggal Jatuh 
Tempo 

Jenis Pajak Nomor Dan T anggal 
SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SK 

Keberatan/SK Pembetulan/Putuaan 
Bandinq *) 

Tahun 

Jumlah 

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Mineral Bukan 
Logam den 81tu1n seb1g1I berlkut : 

NPWPD 

Alam at 
D 

Nama Usaha/ 
Perusahaan 

SURAT TEGURAN 

............. , Tahun. 
Kepada: 
Yth. Bapak/lbu/Sdr 
01- 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alam at TELE PON . 
Blntuni 

LAM BANG 
DAE RAH 

SURAT TEGURAN 

Peraturan Bupati Teluk Bmtuni 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

Lampiran X 

• 



•) Coret yang tldak per1u 

Hormat Saya, 
Pemohon 

Oemlklan permohonan lnl dlbuat agar dapat disetujui, ates pertimbangannya saya ucapkan terlma kasih. 

························································································································· 
. ························································································································· 

Jumlah 
Oengan huruf 
Oengan alasan 

: Rp. 

Oengan tnl mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratlf I pennohonan 
pengurangan atau pembattilan ketetapan pejak ") ates SKPDKB/~1<PnKBT/SKPON/SKPOLB ") No. bulan 
.......................... tahun . 

: Telp . Ala mat 

NPWPO :0 

Bertlndak untuk dan etas nama 
Nama Usana I Perusahaan 

: : Telp . 

Oengan hormet, 
Saya yang bert1nd1 tangan di bewah lnl 

Name Pemlllk I Pengelola 
Alamat 

............................... Tahun . 
Kepade: 

Yth. Bupatl Teluk Blntunl 
Up. Kepala Dines Pendapatan Daerah 
or- 

Bintuni 

: Permohonan Pengurangan atau Penghapusan 
Senksl Admlnlstratlf I Permohonan Pengurangan 
Ateu Pembatelan Ketetapan Pajak •> 

Nomor 
Lamplran 
Perlhal 

PERMOHONAN PENGlJRANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF DAN 
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

Lampiran XI 



LUK BINTUNI I 
I 

~· Pj. BUPATI T 

•) Coret yang tldak per1u 

Hormet Seya, 
Pe mo hon 

Oemlkian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atac pertimbangannya saya uca~an terima kasih 

: Rp. Jumlah 
Oengan huruf 
Oengan alasan 

Sesual dengan SK Keberatan/Putusan Banding/Ke!ebihan Pembayaran alas SPTPD •) No . 
bulan tahun . 
Oengan Inf mengajukan permohonan pengembaflan keleblhan pembayaran pa]ak. 

: Telp . Alam et 

NPWPD :0 
Bertfndak untuk dan etas nama 

Name Uatha I Peruaah11an 

: Telp . 

Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan di bawah lni 

Name Pemlllk I Pengelola 
Ala mat 

.............................. Tahun ......•. 
Kepada: 

Yth. Bupatl Tefuk Blntunl 
Up. Kepala Olnas Pend,ipatan Oaerah 
Di- 

Bintuni 

: Permohonan Pengemballan Kefeblhan 
Pembayaran Pajak 

Nomor 
Lampi ran 
Perthal 

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

Lampiran XII 



ISHAK HALLATU 

t· PJ. BUPATlttBINTUNII' 

NIP. 

Slntunl, Tahun . 
a.n Kepala Olnas Pendapatan Oaerah 

Ke pa la Bidang . .. .. . . 

PERHATIAN: 
Pengemballan Keleblhan Pembayaran Pajak dllakukan pada Kas Oaerah dengan menggunakan Surat Per1ntah 
Membayar Keleblhan Pajak (SPMKP). 

Dengan huruf: 

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun tentang Pajak .. telah 
dll1kuk1n Pemenk .. 1n 1t1u Keterwngen Lein etaa pelaksanaan kewejiben Wejib PeJek. 

11. Oart Pemertk111n 1tau Keterangan Lain tarBebut dlatas, Penghltungan Jumlah leblh bayar yang aeharusnya tldak 
terutang adalah aebagai berikut: 
1. Oasar Pengenaan Pajak Rp. 
2. Pajak yang terutang Rp. 
3. Krtdlt Pajak: 

a. Setoran yang dilakukan Rp. 
b. Lein-Lain Rp. 
c. Olkuran,1 utang peJak R.__.p._.. _ 
d. Jumlah yar,g dapat dlkreditkan (a + b • c) Rp. 

4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2) Rp. 
~. Sankal 1dmlnl1tr1tlf 

d. Bunge Rp. 
e. Kenalken .;..R""'p'-. _ 
f. Jumleh aanksl admlnlstratlf (e+b) Rp. e. Jumlah leblh bayar yang aeharusnya tldak terutang R_o_. _ 
(4 + 5e) 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

LAM BANG 
OAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alam at TELE PON . 
Bintuni 

.. 

NO URUT 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) 
MASA . 
TAHUN 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR 

Peraturan Bupati Teluk Bmturn 
Nomor 16 Tahun 2016 
T anggal 11 Maret 2016 

Lampiran XIII 



Tanggal: 
Diperiksa Oleh : 

Mengetahui/Menyetujul 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Tanggal: 
Dlbuat Oleh : 
1. 
2. 
3. 

PENDAPAT KORE:KSI 
NO. URAIAN WAJIB FISKUS LEBIH KU RANG KETERANGAN 

PAJAK 
NILAI PAJAK SKPO PERIODE 
PERIODE: SEBELUMNYA: 

KESIMPULAN: 

JENIS USAHA 
PERIODE PAJAK 
TAHUN 

NAMA WAJIB PAJAK 
NPWPD 
ALAMAT 
TGL. PEMERIKSAAN 

C. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (LHPPD) 

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (LHPPD) 

Tanggal: 
Dlperlkaa Oleh: 

Tanggal: 
Dlbuat Oleh: 
1. 
2. 
3. 

NO. URAIAN DASAR PENGENAAN TARIF UTANG PAJAK KETERANGAN PAJAK DAERAH (DOPD) PAJAK DAE RAH 

TGL. PEMERIKSAAN 
JENIS USAHA 
PERIODE PAJAK 
TAHUN 

NO. KKPD 
NAMA WA.JIB PAJAK 
NPWPD 
ALAMAT 

8. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (KKPD) 

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 
(KKPO) 

No. Prooram Pemeriksaan Tuiuan Pemeriksaan Sasaran Pemeriksoan 

. 

NAMAWP 
NPWPD 

PROGRAM PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

A PROGRAM PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

Lampiran XIV 



NO. MASAPAJAK NILAI SSPD WAKTU PENYETORAN KETERANGAN 
(Rp) 

NAMA WAJIB PAJAK 
NPWPO 

REKAPITULASI SSPO 

E. REKAPITULASI SSPD 

Tanggal: 
OlperikH Oleh : 

Mengebhul/Menyetujul 
Kepala Oinas Pendapatan Oaerah 

Tanggal: 
Olbuat Oleh : 
1. 
2. 
3. 

N MASA PERIHCIAH PENJUALAH 
TOTAL SERVICE WAKTU 

0. PAJAK !<AMAR .MAK/MIN TELEPOH LAUNDRY HIBURAIII LAIN· OPP P/4..JAX PENYAMPA~ LAIN 

NAMA WAJIB PAJAK 
NPWPD 

REKAPITULASI SPTPD 

D. REKAPITULASI SPTPD 



t- Pj. BUPA f ti BINTUNI r 

( ) ( ) 

Pemerik•• Pajak 0Hrah 
( ) Saksi-saksl 

Wejib P•J•k Oaereh 
( ) 

···································································· ). 
Oemlklan Berlta Acara Pemerlk11an lnl dlbuat dengan sebenemya untuk dipergunakan sebegaimena 
mtltlnya. 

Sesuai dengan laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD), besamya Pajak terutang periode 
............. T1hun 1ebe11r Rp (terbllang 

Pada hari lni tanggal bulan tahun pemeriksa Pajak 
Oaerah Oinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, telah rnelakukan 
pemerik111n tert11dt1p : 

Nama Wajib Pajak 
NPWPD 
AJ1mat 

SERITA ACARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

LAM BANG 
OAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENOAPATAN OAERAH 

JI. Alemat TELE PON . 
Bintuni 

F. SERITA ACARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 



t Pj. BUPATI t1BINTUNI I 

ISHAK . HALLATU 

Honnat Saya, 
Pemohon 

Oemlklan permohonan lnl dlbuat agar dapat dlsetujul, ates pertlmbangannya aaya ucapkan terima kasih. 

.......................................................................................................................... ························································································································· 

~· 

I I 

I 
I 

........................................................................................................................... 
: Rp. Ji:mlah , 

Oengan huruf 
Dengan alnan 

Dengan lni mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Pajak Penerangan Jalan berxaitan dengan 
SKPOKB/SKPOKBT/SKPDLB/SKPON •) Nomor Tahun . 

: Terp . Alamat 

Bertlndak untuk dan etas nama 
Nama Usaha I Perusahaan 

NPWPD 

Dengan honnat, 
Saya yang bertanda tangan di bawah lni 

Nama Pemnlk I Pengelola 
Alamat 

: Pennohonan Keberetan 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

:0 
................................................................. 

: Tefp . 
. ······························································· 

............... , Tahun . 
Kepada: 

Yth. Bupatl Teluk Bintuni 
Up. Kepafa Dlnas Pendapatan Daerah 
Oi- 

Bintuni 

•) Coret yang tldak perlu 

I 
- I 

SURAT KEBERATAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

Lampiran XV 



ISHAK 

{ Pj. BUPATI E UK BINTUNI f 
I 

NIP NIP. 

Bintuni, Tahun . 
Ke pa la Bidang .. Ke pa la Seksl , 

································································································································ 
································································································································ 3. 
·················································································· . ·················································································· ············································· 2. 
································································································································ 

Oengan hatll sebagal bertkut: 
1. . . 

: Telp . 

:0 

Bertlnd1k untuk dan 1t11 name 
Nema U11ha/Peru11h11n 

NPWPD 
Ale mat 

: Telp . 
Nama Pemlllk/Pengelola 
Alam at 

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dar1 Wajlb Pajak Nomor Tanggal Telah 
melakukan Penelltlan/Pemertksaan tertiadap Wajlb Pajak : 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 
Nomor: . 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENOAPATAN OAERAH 

JI. Ala mat TELE PON .. 
Bintuni 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

Lampiran XVI 

.. 

• 



") Coret yeng tldek pertu 

Kepala Bidang . Pemilik/Pengelola. 
Bintuni, Tahun . 

································································································································ 

································································································································ 
................................................................................................................................ 
............................................................................................................... . 
................................................................................................................................ 

Oengan keslmpulan sebagal ber1kut 

: Telp . 

NPWPD 

Alamat 

:0 
Bertlndak untuk dan etas name 

Nama Usaha/Peruaahaan 

: Telp. 
Nama Pemlllk/Pengelola 
Alamat 

Pada hart lnl tanggal bulan tahun Tim Pemeriksa Permohonan Keberatan Pajak 
Dines Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan pembahasan Permohooan Keberatan Pajak 
ataa data pendukung SKPOKB/SKPOKBT/SKPOLB/SKPDN ") Nomor Tahun . 
Berd11ark1n SunU Permohonan Keberatan dart Wejlb Pajak Nnm"r Tanggal tertiadap 
Wajlb Pajak : 

BERITA ACARA RAPAT TIM PERMOHONAN KEBERATAN 
Nomor: 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN OAERAH 

JI. Alamat TELE PON .. 
Bintuni 

SERITA ACARA RAPAT KEBERATAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 16 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

lampiran XVII 

• 

' 


